PENJELASAN
ATAS
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TENTANG
PAJAK DAERAH

UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tiap — tiap daerah mempunyai hak
dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, dengan
maksud untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut,
daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berupa Pajak dan Retribusi,
dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah dilarang memungut Pajak dan Retribusi
selain yang tercantum dalam Undang — Undang tersebut. Oleh karena itu, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang ada
sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah di Kabupaten Madiun ada
beberapa penambahan obyek baru, yaitu Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan. Dengan penambahan obyek Pajak tersebut, sehingga secara keseluruhan
di wilayah Kabupaten Madiun dipungut 10 jenis Pajak yang terdiri dari : Pajak Hotel,
Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dengan pengaturan Pajak Daerah yang baru sesuai dengan Undang — Undang
Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan ada peningkatan penerimaan hasil Pajak yang diikuti
dengan peningkatan pelayanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Sehingga pada
akhirnya, penerimaan Pajak diharapkan mampu meningkatkan peranannya terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menuju kemandirian financial
dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.



Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas
izin usahanya.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Ayat (1)
Dokumen lain yang dipersamakan adalah Nota Perhitungan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
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Ayat (1)
Dokumen lain yang dipersamakan adalah nota perhitungan.
Ayat (2)
Cukup jelas.



Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

a.

Reklame papan/billboard, dan sejenisnya adalah reklame yang terbuat dari
papan kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau
digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon,
tiang dan sebagainya baik bersinar maupun disinari;

Reklame megatron/videotron/Large Electronic Display (LED) adalah
reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame
atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat
berubah-ubah;

Reklame kain, banner adalah reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan bahan kain termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain
yang sejenis dengan itu;

Reklame melekat, stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas,
diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan dengan cara
disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan,
dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya
tidak boleh lebih dari 200 cm? per lembar;

Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas
diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta
dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang,
digantungkan pada suatu benda lain;

Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang
ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggrakan
dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang;



g. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan
menggunakan gas, laser, pesawat atau lain-lain yang sejenis;

h. Reklame apung adalah reklame yang mengapung di atas permukaan air;

i. Reklame suara adalah reklame vyang diselenggarakan dengan
menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang
ditimbulkan dan atau oleh perantaran alat;

J. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara
menggunakan Kklise berupa kaca atau film, atupun bahan-bahan yang
sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar
atau benda lain di dalam ruangan;

k. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara
memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Ayat (3)
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Ayat (1)

Dokumen lain yang dipersamakan adalah Nota Perhitungan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “keperluan

dasar rumah tangga” adalah



mencakup keperluan air minum, masak, mandi, cuci, peturasan dan
ibadah.

Yang dimaksud dengan “pengairan
pertanian rakyat.

adalah merupakan kegiatan untuk

Yang dimaksud dengan ’pertanian rakyat” adalah merupakan budidaya
pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan,
hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan yang dikelola
oleh rakyat yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per
keluarga.
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Cukup jelas.
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